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BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan
di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
khususnya untuk menunjang kegiatan rehabilitasi
sarana prasarana sumber daya air, Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur menempatkan
excavator pad a wilayah Kecamatan;

b. bahwa untuk menutupi biaya perawatan
pemeliharaan excavator, perlu diberikannya
kepada pihak ketigayswastaj badan usaha
pemanfaatannya dan dikenakan retribusi;

c. bahwa Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6
Tahun 2012 tentang Penggunaan Excavator untuk
Pembangunan/Rahabilitasi Sarana dan Prasarana
Insfrastruktur yang dikelola Pemerintah Kecamatan
belum memberikan ruang kepada pihak
ketiga/ swasta Zbadan usaha dalam pemanfaatannya
sehingga perlu dilakukan perubahan;

dan
ruang
dalam

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6
Tahun 2012 tentang Penggunaan Excavator untuk
Pembangunan/Rehabilitasi Saran a dan Prasarana
Infrastruktur Yang Dikelola Pemerintah Kecamatan;



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4248);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2017 Nomor6);

18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun
2012 tentang Penggunaan Excavator Untuk
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Infrastruktur Yang Dikelola Pemerintah Kecamatan
(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun
2012 Nomor6);

19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 39
Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2014 Nomor39);

20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Bupati Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kepada Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Perangkat
Daerah Pengelola Pendapaan Asli Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor
12);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGGUNAAN
EXCAVATOR UNTUK PEMBANGUNANjREHABILITASI
SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR YANG
DIKELOLAPEMERlNTAHKECAMATAN.

PasalI

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung

Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang

Penggunaan Excavator untuk Pembangunarr/

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Yang

Dikelola Pemerintah Kecamatan (Berita Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012

Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan ayat (2)

dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal2

(1) Excavator milik Pemerintah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur digunakan untuk kegiatan

Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Infrastruktur yang dike lola oleh

Kecamatan.

(2) dihapus.

(3) Sarana dan Prasarana Infrastruktur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tanggul;

b. waduk, telaga dan embung;

c. saluran / sungai;

d. pembentukan badan jalan baru;

e. penanganan bencana alam; dan

f. fasilitas umum dan sejenisnya.



, ,

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu)

Pasal, yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasa12A

(1) Selain digunakan untuk kegiatan pembangunan

dan rehabilitasi sarana dan prasarana

insfrastruktur yang dikelola Kecamatan,

excavator milik Pemerintah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur dapat digunakan untuk

kepentingan pihak ketigaj'kcntraktor / swasta.

(2) Penggunaan excavator oleh pihak ketiga/

kontraktor / swasta sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikenakan tarif retribusi sebagaimana

telah ditetapkan.

~ElAH DITELITI KEBENARANNYA
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Pasal II

Peraturan Bupati In! mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
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pengundangan Peraturan Bupati Inl dengan

penempatannya dalam Berita Daerah

Tanjung Jabung Timur.

Kabupaten

• I- j
I

Ditetapkan di M Sabak
pada tanggal (0 2019

C£lt1PN{l TANJ ABUNGTIMUR,

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal lb 'Ja.nllon 2019

SEKRETARISDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR,

BERITA DAERAH KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019
NOMOR... G


